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Mengapa Uji Kompetensi?

• Ahli gizi: Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan pada 
manusia

❖ Keahlian atau kompetensinya perlu dijamin melalui sertifikasi

❖ Membutuhkan lisensi agar memiliki kewenangan untuk bekerja

• Uji Kompetensi

❖ Upaya penjaminan mutu untuk memperbaiki proses dan produk

❖ Instrumen pemberdayaan untuk Institusi Pendidikan Tinggi dan 
Individu

❖ Meningkatkan integritas dan harga diri Ahli Gizi



Dasar 
Hukum

Pentingnya kompetensi bagi tenaga
Gizi di Indonesia :

• UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, 

• UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi 

• UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan.

Peraturan yang terkait dengan pengakuan 
kompetensi : 

• Permenkes No. 46 Tahun 2013 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan 

• Permenkes No. 26 Th 2013 tentang Pekerjaan dan
Praktek Tenaga Gizi

• Peraturan bersama Menteri Kesehatan RI dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 
tahun 2013 tentang Uji Kompetensi bagi
Mahasiswa Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan 

• Permendikbud No. 83 Tahun 2013 tentang 
Sertifikat Kompetensi

• Peraturan Menristekdikti No 12 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi 
Mahasiswa Bidang Kesehatan. 



Menapa harus uji kompetensi gizi?

• UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan: Tenaga gizi sebagai salah satu 
tenaga kesehatan terdiri atas nutrisionis dan dietisien.

• UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 44 ayat 2 dan 3: 
sertifikat kompetensi diberikan pada lulusan yang lulus uji kompetensi dan 
sertifikat kompetensi dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh 
pekerjaan tertentu.

• Permenkes No. 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga Kesehatan Pasal 2 dan 
3: setiap Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik dan atau pekerjaan
keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah dengan syarat memiliki STR. 
Untuk memperoleh STR harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh
dari uji kompetensi.



Syarat Pengajuan STR (http://ktki.kemkes.go.id/registrasi)

http://ktki.kemkes.go.id/registrasi


Perlukah uji kompetensi sarjana gizi?

• UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 21: dijelaskan bahwa
mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi 
harus mengikuti uji kompetensi secara nasional.

• Permenristekdikti No. 12 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 3: peserta Uji Kompetensi
berasal dari mahasiswa yang telah menempuh pendidikan program vokasi dan 
program profesi.

❖ UKOM SARJANA GIZI  :  TIDAK HARUS,  TETAPI TIDAK DILARANG.

❖ UNTUK BEKERJA SEBAGAI NAKES :  * SARJANA GIZI TETAP MEMERLUKAN  STR.
   * STR DIPEROLEH SETELAH MEMPEROLEH

SERKOM.
* SERKOM DIPEROLEH MELALUI UKOM

❖ SARJANA GIZI TETAP DIAKUI SEBAGAI NAKES (SEBAGAI NUTRISIONIS REGISTERED, DENGAN JABATAN 
NUTRISIONIS AHLI dengan tingkatan Pertama,  Muda dan Madya ) 



Pentingnya Uji Kompetensi
bagi Sarjana Gizi

• Uji Kompetensi menjadi penting karena terkait dengan administrasi/persyaratan
menjadi tenaga kesehatan

• Untuk dapat bekerja sebagai tenaga kesehatan, wajib memiliki Surat Tanda
Registrasi (STR)

• STR dapat diperoleh dengan menyertakan sertifikat kompetensi yang diperoleh
setelah mengikuti uji kompetensi gizi



Hasil Pertemuan Bersama antara MTKI, 
PERSAGI, AIPGI dan AIPVOGI 

Screenshoot dari Hasil Pertemuan



Daftar Hadir Pertemuan Bersama antara MTKI, 
PERSAGI, AIPGI dan AIPVOGI 

Screenshoot dari Hasil Pertemuan
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LEGAL OPINION
1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait di atas, semua jenjang

pendidikan kesehatan dibidang Gizi baik dari Vokasi, Sarjana, Sarjana Terapan
dan Profesi memiliki hak untuk Uji Kompetensi, mengikuti uji kompetensi
menjadi pilihan bagi lulusan sarjana gizi apabila mereka bekerja di tempat 
pekerjaan tertentu, yang membutuhkan STR (Surat Tanda Registrasi) dimana 
salah satu persyaratan untuk memperoleh STR harus merniliki sertifikat 
kompetensi.

8/3/2023



Legal Opinion Biro Hukum IPB terkait
Ukom Nutrisionis/Sarjana Gizi
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LEGAL OPINION
1. Hal tersebut berbeda dengan program vokasi dan profesi gizi yang dimana 

mengikuti Uji Kompetensi sebagai syarat kelulusan mereka ( sesuai Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 pada Pasal 4 ayat (1) untuk ahli gizi 
vokasi dikategorikan sebagai tenaga gizi ahli madya gizi).

Untuk itu tidak beralasan apabila uji kompetensi bagi lulusan sarjana gizi 
dihentikan dan/atau ditiadakan, mengingat ujian kompetensi dilakukan untuk 
meningkatkan kompetensi kerja bagi profesi Tenaga Gizi.

8/3/2023



Legal Opinion Biro Hukum UI terkait
Ukom Nutrisionis/Sarjana Gizi
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1. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sesuai UU dan Peraturan Perundang-
undagan, maka BLLH UI berpendapat bahwa sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku S1 Gizi memerlukan STR untuk dapat menjalankan
pekerjaannya dan untuk mendapatkan STR diperlukan Sertifikat Kompetensi
sebagai bukti lulus Uji Kompetensi.

2. Bahwa larangan mengikuti ujian kompetensi bagi Sarjana Gizi merupakan
pelanggaran hak konstitusional, dimana setiap Sarjana Gizi berhak memperoleh
pengakuan kompetensi kerja.

3. Bahwa tidak ada larangan untuk melakukan Uji Kompetensi bagi mahasiswa
program sarjana akademik.

8/3/2023



Legal Opinion Biro Hukum UI terkait
Ukom Nutrisionis/Sarjana Gizi
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4. Bahwa berdasarkan Pasal PERMENKES No. 46 Tahun 2013
a. Pasal 3 huruf c, Tenaga gizi lulusan satjana disebut sarjana gizi.
b. Pasal 4 ayat (2), Tenaga gizi Sarjana Terapan Gizi dan Sarjana Gizi yang telah

lulus uji kompetensi dan teregistrasi merupakan Nutrisionis Registered.
Dengan demikian Ujian Kompetensi bagi Sarjana Gizi merupakan kewajiban bagi
tenaga gizi dan sarjana gizi yang akan menjadi Nutrisionis registered.

8/3/2023



Legal Opinion Biro Hukum UB terkait
Ukom Nutrisionis/Sarjana Gizi
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D. ANALISIS HUKUM (LEGAL ARGUMENTS)
• Keharusan uji kompetensi bagi mahasiswa vokasi dan profesi memang

disebutkan dalam Pasa121 ayat (1) UU 36/2014. Namun tidak ada pelarangan
atas uji kompetensi guna mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
lulusan S1 ilmu gizi.

• Sehingga karena tidak ada pelarangan maka uji kompetensi dapat dipilih untuk
dilakukan sepanjang untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
lulusan.

8/3/2023



Legal Opinion Biro Hukum UB terkait
Ukom Nutrisionis/Sarjana Gizi
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D. ANALISIS HUKUM (LEGAL ARGUMENTS)
• Mengacu pada hal tersebut, maka alternative langkah legal yang dapat dilakukan

untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah:
a. melakukan eksekutif review/pembahasan hukum Bersama dengan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan akhir untuk
melegalkan uji kompetensi S1 Ilmu Gizi melalui Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan;

b. melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta putusan yang 
menyatakan bahwa uji kompetensi termasuk pula 'keharusan' dalam Pasal
21 ayat (1) UU 36/2014.

8/3/2023



Legal Opinion Biro Hukum UB terkait
Ukom Nutrisionis/Sarjana Gizi

17

D. ANALISIS HUKUM (LEGAL ARGUMENTS)
• Mengacu pada hal tersebut, maka alternative langkah legal yang dapat dilakukan

untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah:
c. Langkah butir a dan b memerlukan cukup waktu sementara lulusan sarjana

gizi berlansung terus. Dalam upaya meminimalkan dampak negatif bagi
pihak mahasiswa tingkat akhir dan lulusan sarjana gizi maka disarankan
dirjen dikti mengambil kebijakan sementara mengizinkan pelaksanaan ukom
sarjana gizi oleh AIPGI dan PERSAGI dibawah arahan dirjen dikti

8/3/2023



Legal Opinion Biro Hukum UNDIP terkait
Ukom Nutrisionis/Sarjana Gizi

Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia |

ANALISIS HUKUM (LEGAL ARGUMENTS)
• Hasil analisis dengan mengacu pada undang－undang nomer 36 tahun 2014 tentang

tenaga Kesehatan, Permenkes No 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerja dan 
Praktik Tenaga Gizi menyimpulkan bahwa lulusan sarjana gizi dari S1 merupakan tenaga
Kesehatan, sehingga perlu dilakukan uji kompetensi untuk mengetahui standar kerja
Kesehatan dan sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi
tenaga gizi.

• Menimbang banyak sisi positif nya dan meminimalkan dampak negative bagi lulusan
Sarjana Gizi (SGz) serta kompetensi nutrisionis, sebelum ada keputusan mutlak tentang
uji kompetensi sarjana gizi maka tetap perlu dilakukan uji kompetensi

• Perlu dibentuk tim untuk melakukan review hukum Bersama dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan tujuan untuk melegalkan uji kompetensi S1 Ilmu
Gizi

8/3/2023



Legal Opinion Biro Hukum UNAND terkait
Ukom Nutrisionis/Sarjana Gizi
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LEGAL OPINION
• Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Ujian Kompetensi

menjadi pilihan bagi lulusan sarjana gizi apabila mereka ingin berkerja pada 
bidang Kesehatan yang membutuhkan Surat Tanda Registrasi (STR). Ujian
Kompetensi Mendesak dilakukan mengingat selain sebagai salah satu
kebutuhan sebagai tenaga Kesehatan juga dimasksudkan sebagai daya saing
dan unjuk kompetensi lulusan Gizi

8/3/2023
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• Uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi
profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi (Pasal 1 ayat 4 
Permendikbud No. 83 tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi)

• Berdasarkan naskah akademik Uji Kompetensi Gizi Multi Strata (D III, DIV, S1 
dan Profesi Gizi) tahun 2014 yang dikembangkan melalui serangkaian kegiatan
HPEQ Project yang selanjutnya disepakati oleh organisasi profesi Persatuan Ahli 
Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia 
(AIPGI)

Siapa penyelenggara uji kompetensi sarjana gizi?



• Permendikbud no 2 tahun
2020
• Pasal 5

Perlukah uji kompetensi sarjana gizi?



• Uji Kompetensi Sarjana
Gizi/Nutrisionis dilaksanakan oleh 
Panitia Nasional yang disepakati
oleh AIPGI dan PERSAGI yang 
ditetapkan melalui Surat 
Keputusan Bersama
• Susunan Panitia Nasional 2022-

2024  sudah dituangkan dalam SK

• AIPGI dan DPP PERSAGI juga sedang
membuat MoU terkait
penyelenggaraan uji kompetensi
Sarjana Gizi/Nutrisionis

Siapa penyelenggara uji kompetensi sarjana gizi?



Uji Kompetensi 2023

• Uji Kompetensi Tahun 2023 HANYA MELAYANI Mahasiswa & Lulusan PROGRAM 
STUDI YANG BERKOMITMEN DAN SETUJU DENGAN PELAKSANAAN UJI 
KOMPETENSI NUTRISIONIS/SARJANA GIZI.

• Persetujuan ini dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dari pimpinan
Perguruan Tinggi yang menyetujui Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Nutrisionis/Sarjana Gizi



Persyaratan
Peserta
Uji Kompetensi
2022

1. Peserta terdiri atas:

a. Lulusan program pendidikan Sarjana Gizi yang telah
menyelesaikan seluruh proses pembelajaran yang dibuktikan
dengan ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan sesuai regulasi
masing-masing perguruan tinggi atau,

b. Mahasiswa program pendidikan Sarjana Gizi yang telah
menyelesaikan 125 sks yang dibuktikan dengan transkrip nilai
dari masing-masing perguruan tinggi

2. Program studi Nutrisionis/Sarjana Gizi asal peserta adalah
anggota aktif Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi 
Indonesia (AIPGI)

3. Peserta adalah mahasiswa dan/atau lulusan dari Program 
Studi Perguruan Tinggi yang terdaftar di 
www.pddikti.kemdikbud.go.id

4. Peserta berasal dari Program Studi Sarjana Gizi yang 
Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi atau Ketua Sekolah
Tinggi Kesehatan yang telah memberikan surat dukungan
dan kesediaan bagi mahasiswa nya untuk mengikuti uji 
kompetensi nutrisionis/sarjana gizi secara sukarela.

http://www.pddikti.kemdikbud.go.id/


Persyaratan
Peserta
Uji Kompetensi
2022

4. Seluruh peserta diwajibkan mengisi formulir surat
pernyataan bermaterai 10.000 dan ditandatangani
tentang persetujuan mengikuti tryout dan uji kompetensi
yang bersifat sukarela untuk mendapatkan sertifikat
kompetensi (serkom) dalam rangka penjaminan mutu
pendidikan.

5. Setiap peserta memiliki sarana dan prasarana (laptop 
dengan akses internet) sesuai dengan yang ditentukan
oleh Panita Nasional Uji Kompetensi Sarjana
Gizi/Nutrisionis.

6. Seluruh peserta wajib mematuhi persyaratan dan 
ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan try out 
dan uji kompetensi Sarjana Gizi/Nutrisionis 2023.

7. Biaya kepesertaan Rp 500.000 (mencakup try out dan
ukom)



Alur Pendaftaran
Uji Kompetensi

Calon peserta membuat
akun pendaftaran di 

www.aipgi.org/ukomgizi 

(1 – 15 Agustus 2023  )

Calon peserta mengisi
biodata

(1 – 15 Agustus 2023 )

Calon peserta mengunggah berkas:

Scan ijazah/transkrip asli, pas foto
ukuran 4x6 latar merah & scan surat

pernyataan bermaterai 

(1 Agustus – 15 Agustus 2023 )

Verifikator akan melakukan
verifikasi berkas. Jika benar & 
lengkap, maka nomor virtual 

account akan di generate 

(2 – 18 Agustus 2023 )

Peserta melakukan pembayaran
menggunakan nomor virtual 

account yang  tertera di masing-
masing akun 

(2 – 21 Agustus 2023 )

Pengumuman peserta 
dan lokasi try out dan 

ukom 

(4 September 2023)

Peserta mendapatkan username
dan password ujian serta

melakukan pencetakan kartu
peserta ujian di kertas ukuran A4 

(4-14 September 2023)

Peserta melakukan 
instalasi aplikasi dan uji

coba aplikasi ujian (2 
Agustus - 14 

September 2023 )

Peserta mengikuti briefing try out 
(15 September) & uji kompetensi

(13 Oktober)

Hari H try out (16 September) & uji
kompetensi (14 Oktober)



Pakta Integritas
bisa didonwload di 
www.aipgi.org/ukomgizi



Komponen Uji Kompetensi



1. Pendidik/dosen program studi Gizi/Nutrisionis/Sarjana Gizi atau Pengurus DPC/DPD PERSAGI di lokasi

TUK

2. Berstatus dosen tetap di Perguruan Tinggi yang memiliki program studi Gizi/Nutrisionis/Sarjana Gizi.

3. Memiliki jenjang pendidikan minimal Master/Magister bidang kesehatan.

4. Memiliki pengalaman cukup sebagai dosen dengan jenjang kepangkatan minimal asisten ahli.

5. Calon PP dapat diusulkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) atau Persatuan 

Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan ditetapkan oleh Panitia Uji Kompetensi Nutrisionis/Sarjana Gizi.

6. Calon PP diprioritaskan yang pernah mengikuti pelatihan item review dan berpengalaman sebagai 

komponen uji (PP/PL/PJL).

7. Bersedia menandatangani pakta integritas pelaksanaan uji kompetensi.

8. Wajib menghadiri briefing pada waktu yang telah ditentukan.

9. 1 PP bertugas mengawasi 150 peserta

Pengusulan dan penetapan PP:
1. Setiap program studi yang eligible menjadi TUK mengusulkan calon PP ke Panitia dengan mengumpulkan

formulir dan CV sesuai format.

2. Panitia Nasional bersama AIPGI dan PERSAGI akan melakukan verifikasi calon PP dan menetapkan calon PP 

yang memenuhi syarat.

3. Panitia Nasional menetapkan PP dan TUK tempat PP bertugas pada tanggal 4 September 2023.

1. Pengawas Pusat (PP)



1. Sebagai penanggung jawab uji di wilayah yang ditunjuk.
2. Memimpin briefing peserta uji, PJL, pengawas lokal (PL) dan panitia lokal 

lainnya yang terkait secara offline di TUK
3. Berkoordinasi dengan PJL dan pengawas lokal untuk memantau seluruh 

penyelenggaraan uji
4. Mengisi dan atau menandatangani berita acara pelaksanaan uji
5. Memantau pengisian daftar hadir peserta yang dilakukan oleh Pengawas 

Lokal (PL).
6. Mempersilahkan peserta untuk memulai mengerjakan soal uji sesuai waktu 

yang ditentukan.
7. Menindaklanjuti laporan dari PL terkait peserta uji kompetensi yang tidak 

sesuai identitas.

8. Memerintahkan peserta untuk berhenti mengerjakan soal ketika waktu telah 

habis.

9. Melaporkan seluruh proses ujian kepada panitia pusat

Tugas Pengawas Pusat (PP)



• Persyaratan PJL adalah sebagai berikut :

1.Pendidik/Dosen yang memiliki jabatan struktural minimal Ketua Prodi 

Nutrisionis/Sarjana Gizi atau yang ditunjuk oleh Ketua Prodi/Ketua 

Departemen/Ketua Jurusan.

2.Diusulkan oleh pimpinan institusi tempat uji dilaksanakan.

3.Bersedia menandatangani Pakta Integritas pelaksanaan uji kompetensi.

• Rasio PJL - TUK

• Setiap 1 Tempat Uji Kompetensi membutuhkan 1 PJL

• Pengusulan dan penetapan PJL:

1.Institusi pendidikan tempat uji (TUK) mengusulkan calon PJL ke Panitia.

2.Panitia meminta calon PJL mengisi CV sesuai format.

3.Panitia melakukan verifikasi calon PJL dan menetapkan calon PJL yang 

memenuhi syarat.

4.Penetapan PJL yang akan bertugas pada setiap uji kompetensi dilakukan oleh
Panitia.

2. Penanggungjawab Lokasi (PJL) 



• Tugas PJL (Penanggungjawab Lokasi)

• Mengkoordinasikan penyelenggaraan (persiapan, pelaksanaan dan pasca) uji 
di wilayah uji pada aspek penunjang (prasarana dan sarana) dan komponen 
pelaksana uji sesuai dengan ketetapan Panitia.

• Berkoordinasi dengan Panitia Nasional dan PP dalam penentuan PL

• Menjadi koordinator pengawas lokal.

• Menyampaikan informasi (laporan) kesiapan penyelenggaraan uji.

• Menyampaikan laporan hasil konfirmasi kesiapan uji terhadap distribusi 
peserta uji di wilayah uji yang dimaksud kepada Panitia paling lambat 5 (lima) 
hari kerja sebelum pelaksanaan uji.

• Bekerjasama dengan pengawas pusat dalam persiapan dan pelaksanaan uji.

• Bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana prasarana uji dan koordinasi 
dengan pengawas lokal dalam menunjang kelancaran pelaksanaan uji.

• Melaporkan hasil pelaksanaan uji kepada Pengawas Pusat

Tugas PJL  



• Verifikator
• Representasi prodi yang bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi calon peserta ukom

dari institusinya masing-masing.

• Berkas yg perlu diverifikasi (ijazah/transkrip, pas foto & surat pernyataan).

• Verifikator juga perlu melakukan verifikasi data mahasiswa (nama dan tanggal lahir)

• Jika lolos verifikasi, maka verifikator akan menyetujui dan dapat menggenerate virtual account 
untuk pembayaran.

• PJIT (Penanggungjawab IT)
• Tenaga Kependidikan yang bertanggungjawab terkait dengan IT di institusi yang ditunjuk

sebagai lokasi uji.

• Rasio PJIT terhadap lokasi uji adalah 1 : 1 dengan jumlah peserta 80. Institusi dengan peserta
>80 orang dapat mengusulkan 2 orang PJIT.

• Bertugas

• Memfasilitasi peserta dalam proses instalasi dan uji coba sistem uji melalui mekanisme helpdesk

• Memastikan kesiapan IT di setiap lokasi uji.

• Membantu peserta, PL, PJL dan PP menyelesaikan kendala teknis terkait IT sebelum dan saat ujian.

Perangkat uji



• PL (Pengawas Lokal)
• Tenaga Pendidik program studi Nutrisionis/Sarjana Gizi dg jenjang pendidikan minimal Magister

• Diusulkan oleh setiap prodi peserta ukom. 

• Rasio PL : Peserta→ 1:20

• Bertugas:
• Bekerjasama dengan PP dalam persiapan dan pelaksanaan uji kompetensi.

• Mengawasi peserta dalam proses pengerjaan uji kompetensi.

• Berkoordinasi dengan PJL dan PP untuk memantau seluruh penyelenggaraan uji.

• Memeriksa kesesuaian kartu identitas peserta (KTP/SIM/Paspor/TandaPengenal lain yang mencantumkan foto) 
dengan Kartu Peserta Uji. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka PL melaporkan ke PP untuk ditindaklanjuti.

• Mengawasi peserta uji yang menjadi tanggung jawabnya serta mengingatkan atau menegur peserta untuk tidak 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan.

• Melaporkan kepada pengawas pusat bila ditemukan perilaku peserta yang melanggar peraturan melalui 
penanggungjawab institusi

• Mengisi dan menandatangani berita acara uji kompetensi

• Bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh berkas/dokumentasi penyelenggaraan ujian ke PP melalui 
penanggungjawab lokasi (PJL)

Pengawas Lokal (PL)



Sistem Uji 
Kompetensi

Sarjana Gizi/ 
Nutrisionis 2023

Internet Based 
Testing tersentral

1. Ujian dilakukan di Tempat Uji 
Kompetensi yang ditetapkan Panitia
Nasional

2. Peserta membawa laptop masing-masing



Penetapan TUK

• TUK yang digunakan pada Uji Kompetensi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan 
efisiensi penyelenggaraan uji. Penetapan TUK yang akan dipakai dilakukan oleh Panitia Nasional disertai 
dengan surat ke pimpinan institusi yang akan menjadi TUK. TUK akan diverifikasi oleh AIPGI dan PERSAGI. 
Proses penetapan TUK dilakukan pada periode 22-30 Agustus 2023 dan akan diumumkan pada 4 September 
2023.

• Persyaratan TUK
• Institusi pendidikan yang memiliki program studi gizi yang telah dan akan meluluskan serta akan

mengikuti uji kompetensi Nutrisionis/Sarjana Gizi pada tahun 2023

• Bersedia menjadi lokasi uji

• Bersedia membentuk Panitia Lokal

• Minimal peserta uji kompetensi 10 peserta kecuali untuk daerah dengan lokasi yang jauh dari

TUK lainnya.

• Bersedia mematuhi segala peraturan yang berlaku

• Memiliki ruangan yang dapat menampung minimum 20 peserta atau kelipatannya per ruang uji 

dengan kriteria jarak antar kursi peserta masing-masing 1 meter. 

• Ruangan dapat digunakan sejak H-1. 

• Terdapat akses internet pada ruang uji (wi-fi) dan akses stop kontak listrik yg memadai

Syarat Tempat Uji Kompetensi (TUK)



• Lokasi uji dapat dicapai dengan mudah oleh peserta uji 

• Ruang uji harus tenang dan memiliki pencahayaan yang cukup terang. 

• Ruang uji dilengkapi sarana pendingin ruangan dan/ atau ventilasi yang cukup. 

• Ruang uji yang besar harus dilengkapi dengan sarana audio untuk membacakan 

pengumuman kepada peserta uji. 

• Tempat duduk harus cukup nyaman dan memiliki meja untuk peserta meletakkan

laptop. 

• Tersedia penunjuk waktu yang bisa dilihat oleh seluruh peserta serta papan tulis atau 

flipchart untuk menuliskan hal-hal yang diperlukan. 

• Terdapat penunjuk arah menuju ruang uji yang informatif dan dapat dipahami peserta 

uji. 

• Terdapat kamar kecil/toilet di dekat ruang uji. 

• Terdapat tempat yang cukup luas di ruang uji untuk menyimpan barang pribadi peserta. 

• Tersedia ruangan untuk briefing dan registrasi peserta.

Syarat Tempat Uji Kompetensi (TUK)



• Kursi peserta uji diatur sedemikian rupa 
dengan jarak minimal satu meter ke 
depan, belakang dan kesamping kiri dan 
kanan. 

• Kursi diberi nomor berurutan secara 
mengular sebagaimana pada Gambar 1

• Tersedia ruang untuk briefing peserta uji 

(pada hari H-1) yang mampu 

menampung seluruh peserta uji. Ruang 

briefing terpisah dari ruang uji dan harus 

berada di lokasi TUK (lokasi tidak 

terpisah dengan lokasi ruang uji). 

• Penanggung jawab TUK disebut 
Penanggung Jawab Lokasi (PJL)

Syarat Tempat Uji Kompetensi (TUK)



a. Membawa laptop dengan spesifikasi minimal

• ukuran layar minimal 14 inchi (sangat disarankan)

• menggunakan sistem operasi minimal Windows 7 disarankan Windows 10 (minimal 

32 bit disarankan menggunakan versi 64 bit) atau menggunakan Macintosh minimal 

versi 10.11.

• hardware disarankan minimal prosesor i3 (intel i3) atau setara tetapi disarankan i5 (intel 

i5) atau setara dengan RAM minimal 4 GB.

b. Membawa cadangan sumber koneksi internet yang stabil dengan kuota yang cukup (

minimal 4 GB)

c. Menginstall Save Exam Browser (SEB) yang khusus didesain untuk pelaksanaan uji 

kompetensi nutrisionis/sarjana gizi yang dapat di unduh di website resmi pada laptop

yang akan digunakan untuk try out maupun uji kompetensi.

d. Pastikan baterai perangkat komputer dan perangkat komunikasi yang anda gunakan 

sudah terisi penuh sebelum mengikuti ujian.
e. Membawa kabel roll (disarankan)

Syarat Sarana & Prasarana Uji Kompetensi
(untuk Peserta)



Perangkat Uji 



1.Kartu tanda peserta dicetak oleh masing-masing peserta. Kartu 

tanda peserta berisi informasi nama peserta, nomor ujian, asal 

institusi peserta, foto peserta, tanggal ujian, dan TUK.

2.Kartu tanda identitas (KTP/SIM/paspor).

3.Laptop sesuai spesifikasi yang telah dijelaskan di poin

sebelumnya.

4.SEB (Safe Exam Browser) yang telah diinstall dan diujicoba

pada laptop yang akan digunakan saat try out dan uji 
kompetensi.

Perangkat Peserta



1. Kartu tanda pengawas untuk PP, PJL, PL dan PJIT. Format kartu tanda

pengenal disiapkan oleh Panitia Nasional dan dicetak oleh PJL di setiap

TUK.

2. Grup WA untuk koordinasi terkait pelaporan kejadian selama try out dan uji 

kompetensi berlangsung

3. Album Peserta uji yang berisi informasi nama peserta, nomor uji, asal 

institusi, TUK, foto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 cm dengan 

proporsi wajah 60% dan tanda tangan peserta. Album disiapkan oleh 

Panitia Nasional dan dicetak oleh Penanggung Jawab Lokasi di masing-

masing TUK.

4. Daftar hadir peserta uji berisi informasi nama peserta, nomor uji, asal

institusi, TUK dan tanda tangan peserta ujian. Daftar hadir disiapkan oleh 
Panitia Nasional dan dicetak oleh PJL di setiap TUK

Perangkat Pengawas





Komponen Soal

Tn A, 20 tahun dengan diagnosis medis DM tipe 1 dan mempunyai 
diagnosis gizi perubahan data laboratorium (glukosa darah, HbA1c) yang 
disebabkan karena gangguan fungsi endokrin ditandai oleh glukosa darah 
puasa 200 mg/dl dan HbA1c 8%.  Ahli gizi melakukan monitoring dan
evaluasi 1 minggu kemudian.

Tanda dan gejala apakah yang harus diperhatikan dan dicatat oleh ahli gizi 
pada dokumen rekam medis Tn A?

A. HbA1c

B. Tinggi badan

C. Aktivitas fisik

D. Riwayat keluarga

E. Glukosa darah puasa

Vignette, 
Skenario atau
Stem

Lead-in

Pilihan Jawaban A, 
B, C, D adalah
distractor dan E 
adalah kunci
jawaban



Pengumuman
hasil

1. Hasil try out dapat dilihat langsung oleh masing-masing peserta

segera setelah try out selesai dilaksanakan.

2. Hasil uji kompetensi diumumkan melalui media web di 

www.ukomgizi.aipgi.org dengan menginformasikan nama 

institusi, nama peserta dan nomor peserta yang lulus uji 

kompetensi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah 

uji kompetensi dilaksanakan.

3. Hasil uji kompetensi (sertifikat kompetensi, transkrip institusi

dan transkrip peserta) disampaikan melalui institusi pendidikan 

selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari setelah uji 

kompetensi dilaksanakan.

4. Umpan balik institusi digunakan sebagai masukan untuk

perbaikan proses pengajaran di institusi pendidikan yang

bersangkutan.

http://www.ukomgizi.aipgi.org/


Penerbitan Serkom

47

Foto
• Penerbitan serkom untuk Ukom ini akan dilakukan 40 

hari setelah uji kompetensi
• Program Studi harus memastikan data berikut

benar(dengan surat pernyataan dari pimpinan bahwa
data yang diberikan telah benar dan sesuai) dan 
terkumpul sesuai deadline yang ditentukan:
1. Logo perguruan tinggi
2. Foto peserta (pas photo 4x6)
3. Identitas peserta
4. Jenis dan Nomor keputusan Pendirian Perguruan

Tinggi
5. Jabatan dan Nama penandatanganan Serkom dari

Perguruan tinggi
• Tidak ada pencetakan ulang serkom yang disebabkan

oleh Kesalahan data yang bersumber dari prodi/peserta

1

2

3

5

4



Penentuan
Batas Lulus

• Nilai batas lulus peserta uji kompetensi

Nutrisionis/Sarjana Gizi yang berlaku hingga tahun

2022 yaitu 43.3, setara dengan 79 soal benar dari

180 soal.

• Dalam hal diperlukan penentuan nilai batas lulus 
yang baru berdasarkan analisis hasil uji kompetensi
tahun berjalan dan pertimbangan AIPGI dan 
PERSAGI, maka panitia nasional Standard Setting 
dilaksanakan oleh Panitia dalam sebuah workshop 
yang melibatkan perwakilan institusi pendidikan gizi di 
Indonesia dengan memperhatikan sebaran institusi
pendidikan dan PERSAGI sebagai juri/judges yang 
bertugas untuk menetapkan rumus nilai batas lulus.



Timeline 
kegiatan (1)



Timeline 
kegiatan (2)



Timeline 
kegiatan (3)



Hal-hal yg
perlu
disiapkan & 
dilakukan
oleh Prodi

1. Sosialisasi kepada calon peserta ukom di 
institusi masing-masing.

2. Surat pernyataan dukungan dari
pimpinan institusi masing-masing untuk
institusi yang baru pertama kali 
mengikuti ukom

3. Nama calon PP, PJL, PL, verifikator, & 
PJIT.

4. Nama, gelar dan Jabatan pimpinan
tertinggi serta logo institusi untuk
penerbitan serkom.



Hal yg perlu
diperhatikan

1. Setiap institusi yg memiliki Prodi Gizi yg
telah atau akan meluluskan Sarjana
Gizi/Nutrisionis eligible untuk menjadi TUK. 
Namun jika peserta yg memilih lokasi tsb
kurang dari 10 orang, maka institusi tsb
tidak dapat menjadi TUK (pertimbangan
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan).
• Peserta dapat memilih TUK lainnya yg terdekat.

• Namun jika hanya terdapat 1 (satu) institusi di 
lokasi tersebut, maka tetap akan menjadi TUK 
walaupun peserta kurang dari 10.

2. Peserta dapat memilih TUK yg terdekat
dengan domisili (tidak harus almamater
ybs).
• Proses verifikasi tetap dilakukan oleh verifikator

dari institusi tempat peserta berasal.



Komponen
Pembiayaan

Komponen pembiayaan di setiap TUK:

1. Honor pengawas (PP, PJL, PL)

2. Biaya pencetakan di setiap TUK (nomor
meja, kartu tanda pengawas, album 
peserta, daftar hadir)

3. Biaya kebersihan ruangan

Komponen pembiayaan di setiap prodi

1. Honor verifikator

2. Honor PJIT



Terima Kasih
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